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ABSTRAK

Penetapan peta area terdampak yang ditetapkan oleh Presiden Republik
Indonesia dengan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007, untuk menyelesaikan
persoalan yang muncul sebagai akibat menyemburnya lumpur Sidoarjo,
memunculkan beragam reaksi dari warga korban lumpur. Penetapan mekanisme
pembayaran ganti rugi yang tidak sesuai dengan hasil musyawarah warga korban
lumpur menjadi penyebab awal munculnya reaksi dari warga korban lumpur. Ketidak
jelasan prosedur bagi warga korban lumpur yang hendak mendapatkan ganti rugi
semakin membuat marah warga korban lumpur. Kondisi ini diperparah dengan
ketidak sanggupan Presiden untuk konsisten dengan keputusan yang dibuatnya
sendiri, yaitu dengan menyetujui perubahan mekanisme pembayaran yang diajukan
oleh PT. Lapindo, yang bertentangan dengan Peraturan Presiden. Ketidak mampuan
Presiden untuk menekan PT. Lapindo agar bergerak sesuai dengan Peraturan Presiden
No. 14 Tahun 2007 juga memperburuk kondisi korban lumpur Sidoarjo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bertujuan
untuk menganalisa tinjauan figh siyasah terhadap penetapan peta area terdampak
dalam penanganan Lumpur Sidoarjo. Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitik yakni
dengan cara mendeskripsikan tentang penetapan peta area terdampak dalam
penanganan dampak lumpur Sidoarjo dari data-data yang di peroleh dari berbagai
sumber untuk kemudian di analisa dengan perspektif figh siyasah. Dari penelitian ini
diharapkan dapat menganalisa dengan jelas tinjauan figh siyasah terhadap kebijakan
penetapan peta area terdampak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penetapan peta area
terdampak dalam tinjauan figh siyasah tidak berkesesuaian dengan tujuan Negara
dalam Islam, yaitu untuk menjaga kemaslahatan rakyat. Hal ini disebabkan karena
prinsip musyawarah tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penetapan peta area
terdampak ini juga mengabaikan prinsip ‘adam al haraj (menghilangkan kesukaran).
Penetapan peta area terdampak juga bertentangan dengan beberapa kaidah dalam figh
siyasah, yaitu kaidah “kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas
kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu)” dan “tindakan imam
terhadap rakyat harus sesuai dengan kemaslahatan”.
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PEDOMAN TRANSLITERAST ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai
dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif tidak tidak
dilambangkan dilambangkan

< Ba’ b be

< Ta’ t te

< Sa® $ es (dengan titik di atas)
d Jim ] je

d Ha h ha (dengan titik di bawah)
d Kha kh ka dan ha

2 Dal d de

3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
J Ra r er

J Za z zet
o Sin s es
U Syin sy es dan ye
ol Sad ) es (dengan titik di bawah)
ue Dad d de (dengan titik di bawah)
b Ta t te (dengan titik di bawah)
b Za z za (dengan titik di bawah)
g ‘Ain ¢ koma di atas

d Gain g ge

< Fa' f ef

it Qaf q qi

d Kaf k ka

vi



J Lam 1 “el

p Mim m “em
g Nun n “en

3 Wawu w w

® Ha’ h ha

s Hamzah ) apostrof
¢ Ya' y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

dub ditulis Tayyibatun
dadaia ditulis muta’addidatun

C. Ta Marbiitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis “h”

-

4aSa ditulis hikmah

ALalaa ditulis mu’dmalah
(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap

ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘“al” serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan “h”

dalaas ddu ) ditulis maslahah al-mursalah

3. Bila ta” marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah
ditulis dengan “t”

38 dadll ditulis Zakat al-figri

vil



D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a
Dammah ditulis u
Kasrah ditulis i
E. Vokal Panjang
1. fathah + alif ditulis a
EEEN ditulis jahiliyyah
2. fathah + ya" mati ditulis a
(ol ditulis tansa
3. kasrah + ya’ mati ditulis i
ps ditulis karim
4. dammah + wawu mati ditulis i
A8 ditulis hugiiq
F. Vokal Rangkap
1. fathah + ya" mati ditulis ai
asin ditulis bainakum
2. fathah + wawu mati ditulis au
Js ditulis qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

se
e

?‘““
o g s

ditulis

ditulis

a‘antum

la“in syakartum
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H. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”(el)

Ol A ditulis al-Quran
bl ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf
syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “I”(el)nya

¢ Lol ditulis as-samd

eaidd) ditulis asy-syamsu

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi
Pengucapannya dan Penulisannya

13) Ciale ditulis izd ‘alimat
Ja) Ay ditulis ahl as-sunnah
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Senin, 29 Mei 2006. lumpur panas tiba-tiba menyembur dari sepetak
sawah yang terletak di desa siring, kecamatan porong, kabupaten sidoarjo,
jawa timur. Awalnya hanya sebuah semburan kecil yang menggenangi sawah
dan tanah kosong disekitarnya. Tetapi hari demi hari, semburan lumpur panas
dengan suhu sekitar 60 — 70 derajat celcius yang membawa gas dengan bau
menyengat itu, kian membesar. Tak hanya sawah yang dilahapnya, jalan tol
dan rumah-rumah penduduk pun tak luput dari terjangan lumpur panas itu.

Pakar menyebutkan, setiap hari semburan tersebut mampu
mengeluarkan sedikitnya 50.000 metrik ton Lumpur panas dari dalam bumi.
Dalam hitungan awam, besarnya semburan Lumpur panas setiap harinya
setara dengan 10.200 — 12.000 truk dam berkapasitas empat meter kubik."

Besarnya volume luapan lumpur panas ini, dalam waktu yang singkat
telah menyebabkan berbagai kerusakan. Baik materiil maupun non materiil.
Dinas sosial pemerintah kabupaten Sidoarjo mencatat, hingga tanggal 11 juli
2006 sedikitnya 7.994 jiwa atau sekitar 2.064 keluarga telah kehilangan

tempat tinggal.”

! Aloysius Soni BL (ed.), Banjir Lumpur Banjir Janji, Gugatan Masyarakat Dalam
Kasus Lapindo, (Jakarta: Kompas, 2007), hIm.5.

% Ibid., hlm.6.



Lumpur panas juga telah menyebabkan ribuan buruh kehilangan
pekerjaan. Dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo mencatat sedikitnya 15
pabrik yang mempekerjakan sekitar 1.736 karyawan terpaksa menghentikan
kegiatan produksinya karena terendam Lumpur. Terhentinya produksi dari
perusahaan telah menyebabkan para pengusaha mengalami kerugian milyaran
rupiah.’

Lumpur juga merendam puluhan hektar lahan pertanian. Berdasar data
per Jum’at (23/6/2006), total area sawah yang terendam mencapai 55 hektar.
Lahan dengan tanaman tebu dan palawija masing-masing luasnya 14,6 hektar
dan 5 hektar. Kerugian yang di alami oleh petani ini lebih dari 700 juta.
Jumlah ini masih di luar biaya rehabilitasi sawah.’

Luapan lumpur juga telah menyebabkan hampir 70% sentra industri
tas dan koper di tanggulangin hancur. Padahal disentra industi ini sedikitnya
ada sekitar 500 pengusaha. Tenaga kerja yang terlibat di sektor ini mencapai
4.000 orang.5

Hilangnya tempat tinggal, terendamnya kampung halaman, sawah serta
ladang, tutupnya pabrik-pabrik, hilangnya pekerjaan, lumpuhnya
perekonomian, rusaknya struktur sosial, telah menyebabkan ribuan jiwa
korban luapan lumpur lapindo kehilangan hak-hak mendasar sebagai manusia.
Hak atas tanah, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas keselamatan

keturunan, hak atas keselamatan jiwa, dan seterusnya.

3 Ibid., him.10.
* Ibid., hIm.76

3 Ibid., hlm.69



Ribuan warga korban lumpur sidoarjo, yang telah kehilangan segala
hal yang menjadi hak-hak dasarnya sebagai manusia, menuntut kepada
Lapindo, sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab atas luapan lumpur,
untuk mengganti seluruh tanah dan bangunan milik mereka yang tenggelam.
Tuntutan warga korban lumpur, yang hanya meminta ganti rugi untuk tanah
dan bangunan yang mereka miliki, ternyata tidak mudah.

Melihat potensi kekacauan sosial yang timbul karena luapan lumpur
itu, pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan. Pada tanggal 8
September 2006, Pemerintah membentuk Tim Nasional Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo, berdasarkan Keppres No.13 Tahun 2006. Tim Nasional
mempunyai tugas untuk mengambil langkah-langkah operasional secara
terpadu dalam rangka penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo yang
meliputi : penutupan semburan lumpur; penanganan luapan lumpur; dan
penanganan masalah sosial.®

Kemudian pada tanggal 8 April 2007 Pemerintah Peta Area
Terdampak berdasarkan Perpres No. 14 Tahun 2007. Peta Area Terdampak
adalah wilayah yang terendam Lumpur panas, di mana tanah dan bangunan
milik masyarakat yang berada di atasnya harus dibeli oleh PT. Lapindo
Brantas dengan pembayaran secara bertahap, dengan akta jual beli
kepemilikan tanah. ’ Setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden ini, ternyata

tetap tidak mudah bagi warga korban lumpur untuk mendapatkan ganti rugi.

6 Keppres No.13 Tahun 2006 Point ketiga

" Perpres No. 14 tahun 2007 pasal 15 ayat (1).



Dari latar belakang masalah di atas timbul pertanyaan bagaimana figh
siyasah memandang penetapan peta area terdampak dalam penanganan lumpur

sidoarjo.

B. Pokok Masalah

Berlatar belakang masalah di atas penyusun merumuskan beberapa
pokok masalah, yaitu :
1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Presiden mengenai Penetapan Peta
Area Terdampak?
2. Bagaimana tinjauan figh siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan

Presiden dalam penanganan Lumpur Sidoarjo?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi pokok masalah di atas, maka yang
menjadi tujuan dan ke gunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Peraturan Presiden
No.14 Tahun 2007 dalam penanggulangan masalah Lumpur Sidoarjo
b. Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan figh siyasah mengenai
pelaksanaan Peraturan Presiden Peraturan Presiden No.14 Tahun 2007.
2. Kegunaan Penelitian
a. Memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan Peraturan Presiden

No.14 Tahun 2007 di lihat dari sudut pandang figh siyasah.



b. Diharapkan penelitian ini dapat di jadikan sumbangan pemikiran
khususnya bagi penyelesaian masalah sosial yang timbul karena
lumpur Sidoarjo.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa karya ilmiah mengenai bencana lumpur Sidoarjo. Akan
tetapi sepengetahuan penyusun belum ada yang membahas secara spesifik
mengenai penetapan peta area terdampak dari sudut pandang figh siyasah
Beberapa buku yang membahas masalah bencana lumpur Lapindo Sidoarjo
antara lain:

Buku saudara Wahyudin dengan judul Lapindogate [Skandal Industri
Migas]. Buku ini mengajarkan para pembacanya untuk mengkaji sikap
pemerintah terkait dengan kebijakannya dalam menangani masalah Lumpur
Sidoarjo, utamanya terkait dengan Kepres [Keputusan Presiden] dan Perpres
[Peraturan presiden].

Buku Bernafas Dalam Lumpur Lapindo, yang ditulis oleh Muhammad
Mirdasy, S,Ip. Buku ini menjelaskan bahwa Kasus Lapindo sesungguhnya
cukup memperlihatkan betapa kekuatan modal menjadi segala-galanya.
Kekuatan sumber daya itu dalam kasus Lumpur Lapindo telah bergerak sangat
lincah untuk melangkahi serta menekuk “hajat hidup orang banyak” bahkan
konon, otoritas negara. Buku ini juga menguraikan tentang penyebab lumpur
menyembur, kegagalan pemerintah dalam usaha penghentian semburan dan

juga kelemahan pemerintah di hadapan korporasi.



Buku Konspirasi Di Balik Lumpur Lapindo [Dari Aktor hingga
Strategi Kotor], yang ditulis oleh Ali Azhar Akbar.. Buku ini membeberkan
kesembronoan Lapindo ketika melakukan eksplorasi, juga mengulas tentang
scenario untuk menyelamatkan pemilik perusahaan lapindo.

Banjir Lumpur Banjir Janji [Gugatan Masyarakat Dalam Kasus
Lapindo]. Sebuah kumpulan tulisan yang dieditori oleh Aloysius Soni BL.
Buku ini memuat polemik tentang penyebab bencana lumpur sidoarjo. Buku
ini juga memuat tulisan yang menceritakan penderitaan korban lumpur lapindo
dan perjuangan mereka untuk mendapatkan hak-haknya. Tulisan tentang
dampak sosial sampai tulisan yang mengkritisi langkah-langkah yang diambil
oleh pemerintah.

Dari karya tulis yang telah di sebutkan di atas belum ada yang
membahas tentang penetapan peta area terdampak perspektif figh siyasah
sehingga penyusun tertarik melakukan penelitian lebih lanjut untuk

mengangkat tema tersebut dalam skripsi ini.

. Kerangka Teoritik

Figh adalah bahasa arab dalam bentuk masdar, fi’il-nya adalah fagiha
— vyafqahu. Kata figh semula berarti al-‘ilmu (pengetahuan) dan al-fahmu
(pemahaman).® Secara bahasa, pengertian figh adalah pengetahuan,
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pemahaman dan pengertian terhadap sesuatu secara mendalam.

8 Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman Sw, Pengantar Ilmu Figh dan Ushul
Figh, (Yogyakarta: LESFI, 1994), hIm.29.

° Ibid., hal 31.



Menurut istilah, figh adalah :
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Definisi ini menunjukkan bahwa figh bersangkut paut dengan hukum-
hukum syarat’ yang praktis. Figh mencakup berbagai aspek kehidupan
manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara
manusia dengan Tuhan-nya (‘ibadah), figh juga membicarakan aspek
hubungan antara sesama manusia secara luas (mu’amalah). Aspek mu’amalah
ini pun dapat dibagi-bagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat
(perkawinan), mawarits (pewarisan), murafa’at (hukum acara), siyayah
(politik/ketatanegaraan), dan al-ahkam al dualiyah (hubungan internasional).11

Dari gambaran di atas, jelaslah bahwa figh siyasah adalah bagian dari
pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari’at yang berkaitan dengan
permasalahan kenegaraan.

Kata siyasah berasal dari kata sasa - yaswisu, yang berarti mengatur,
mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Saasa al-qaum artinya
mengatur kaum, memerintah dan memimpinnya.12

Berkenaan dengan hal yang sama salah satu hadis menyatakan:

oe o)Al Gl jd e Al Wias jiaa (pdese Wi HLE (p dese Wias

ale & o il e Giany dinand o geed 3 a U aeld JB ol

10 bid.

"' Muhammad Igbal, Figh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Gaya Media Pratama, 2007), him.3.

ZHA. Djazuli, Figh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-
rambu Syari’ah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), him.25-26.
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Secara istilah, Abdul Wahhab Khallaf, sebagaimana yang dikutip oleh
Muhammad Igbal, mendefinisikan bahwa siyasah adalah ‘“pengaturan
perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan
kemaslahatan serta mengatur keadaan.'* Ahmad Fathi Bahatsi, sebagaimana
dikutip H.A. Djazuli, mengatakan bahwa siyasah adalah pengaturan
kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara’.15 Ibn Qayyim al-jauziyah
mendefinikan siyasah sebagai “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat
kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan
tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah
SWT”.'®
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa
figh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan
pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi
mencapai kemaslahatan bagi manusia.
Sekarang timbul pertanyaan. Bagaimana mengukur bahwa suatu

kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan sesuai dengan

13 Muslim, Sahih Muslim, hlm 894., hadis nomor 1842, “Kitab al-Imarah”, “Bab
Wujtib al-Amru bilwafai bi bai’ati al-Khilafai, al-Ula fa al-Ula.

' Muhammad Igbal, Figh Siyasah, hlm.3-4.
'S H.A. Djazuli, Figh Siyasah, , hlm.26

' Muhammad Igbal, Figh Siyasah,hlm. 4.



semangat syari’at? Dengan kata lain, bagaimana siyasah wad’iyah yang
bersumber dari manusia dan lingkungannya itu menjadi bagian dari siyasah
syar’iyah? Untuk mengukurnya, setidaknya perlu diperhatikan prosedur dan
substansi dari kebijakan tersebut. Dari segi prosedur, pembuatan peraturan
perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah.
Sebagaimana diperintahkan Allah:
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Maksud ayat ini adalah mereka (kaum muslimin) tidak melakukan
suatu perkara sehingga mereka bermusyawarah terlebih dahulu tentang
perkara yang akan mereka lakukan.'®

Sedangkan dari segi substansinya harus memenuhi kriteria-kriteria
sebagai berikut: sesuai dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam,
meletakkan persamaan (al-musawah) kedudukan manusia di depan hukum dan
pemerintahan, tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
(‘adam al-haraj), menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (fahqiq al-
adalah), dan menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (jalb al-

mashalih wa daf’ al-mafasid).

"7 Asy-Syura (42) : 38.

'® Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Taisiru al-Aliyuul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu
Katsir, Jilid 4, Terjemahan Syihabuddin, Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir
Jilid 4, (Jakarta: GIP, 2000), hlm.246.



Jadi diringkas, suatu kebijakan politik dalam sebuah Negara dapat
menjadi siyasah syar’iyah bila sesuai dengan prinsip-prinsip syari’at Islam
dan menghargai hak-hak manusia yang paling asasi.'

Sebagai bagian dari figh, metode kajian figh siyasah juga tidak berbeda
jauh dengan metode yang digunakan dalam mempelajari figh umumnya, yaitu
metode ushul figh dan kaidah-kaidah figh. Metode ushul figh antara lain
giyas, istihsan, ‘urf, ‘adah, mashlahah mursalah, dan istish-hab.

Metode kaidah-kaidah figh, sebagai teori ulama juga banyak
digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan figh siyasah Banyak sekali
kaidah figh yang bisa digunakan dalam figh siyasah Akan tetapi, untuk
membahas masalah penetapan peta area terdampak dalam perspektif figh
siyasah ini, penulis hanya akan menggunakan beberapa kaidah figh yang
relevan. Beberapa kaidah figh itu adalah:

2050 al dalias e dadic dalal) dallad)

Berdasarkan kaidah ini, untuk melindungi kemaslahatan masyarakat
yang lebih luas, pemerintah harus bersikap tegas, seperti hukuman mati,
terhadap pengedar narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Karena
memperhatikan dan menyelematkan ribuan nyawa manusia dari pengaruh

narkoba lebih maslahat daripada segelintir nyawa pengedarnya.

Hlialaal ha gic doe 1 Lo alaY) G jua

1 Muhammad Igbal, Figh Siyasah,, hlm.7

2 1bid., him.17.
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Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijaksanaan pemerintah
harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Dalam hal ini, pemerintah tidak
boleh menciptakan satu peraturan perundang-undangan yang merugikan
rakyat.22

Berdasarkan uraian tentang pengertian figh siyasah, serta kaidah-
kaidah figh yang banyak di pakai di figh siyasah, dapat disimpulkan bahwa
tercapainya kemaslahatan manusia, menjadi tujuan terbesarnya. Kemaslahatan
juga merupakan tujuan umum dari diterapkannya hukum secara
keseluruhannya. Kemaslahatan ini kemudian sering disebut sebagai Magasid
al—Syari’ah.23

Sebagai doktrin, Magasid al-Syari’ah bermaksud mencapai,
menjamin, dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia. Untuk itu
dicanangkanlah tiga skala prioritas yang berbeda tapi saling melengkapi: al-
daruriyat, al-hajiyyat, dan al-tahsinat.*® Daruriyat didefinisikan sebagai
tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat hancurnya
kehidupan secara total. Di sini ada lima kepentingan yang harus dilindungi:

agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

2 Ibid., hlm.16.
2 Ibid.

B Yudian Wahyudi, Ushul Figh versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada
dan Amerika, (Yogyakarta, Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm.45.

** Ibid. Lihat juga, Yusuf al-Qardhawy, Fi Fighil aulawiyat, Dirasah Jadiidah fii

Dhau’il Qur’an wa al-sunnah, terjemahan Bahruddin F, Figh Prioritas, Sebuah Kajian Baru
Berdasarkan Al-qur’an dan Al-sunnah, (Jakarta, Rabbani Press, 1999), him.27.
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Al-hajiyyat didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia
untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke
dalam kategori daruriyat. Tahsiniyyat didefinisikan sebagai sesuatu yang
kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan
memperindah (sebagai terjemahan harfiah dari kata tahsiniyyat) proses

perwujudan kepentingan daruriyat dan hajiyyat.”

. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field
research), yaitu penelitian untuk memperoleh data langsung di lapangan.26
2. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini adalah penetapan peta
area terdampak dalam penanganan dampak Lumpur Sidoarjo di lihat dari
sudut pandang figh siyasah sesuai dengan latar belakang pendidikan yang
penulis tekuni.
3. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitik yakni dengan cara
mendeskripsikan tentang penetapan peta area terdampak dalam penanganan

dampak lumpur Sidoarjo dari data-data yang di peroleh dari berbagai sumber

untuk kemudian di analisa dengan perspektif figh siyasah

% Ibid., hlm.46-47.

26 Ufik Abdullah dan Rusli Karim (ed), Metodologi Penelitian Agama, Sebuah
Pengantar  ( Yogyakarta : Tiara Wacana, 1989. ), hlm : 2.
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4. Teknik Pengumpulan data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
observasi secara langsung ke lapangan dan wawancara dengan pihak yang
berkaitaan dengan permasalahan yang dimaksud. Oleh karena itu sumber data
akan diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sumber primer: hasil observasi dan wawancara, Keppres No. 13
tahun 2006, Perpres No. 14 Tahun 2007 dan Perpres No. 48 Tahun
2008.

b. Sumber sekunder: Buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah
penetapan peta area terdampak baik langsung maupun tidak
langsung diantaranya : buku Banjir Lumpur Banjir Janji, Gugatan
Masyarakat dalam Kasus Lapindo, kemudian buku Lapindogate,
dan buku Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo (Dari Aktor Hingga
Strategi Kotor).

c. Sumber tersier: majalah, koran ataupun media massa yang
berkaitan dengan judul skripsi yang akan dibahas.

5. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan
sosiologis, dengan cara memandang hukum itu sebagai independent variable
yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai aspek kehidupan, atau sebagai

dependent variable yang timbul akibat resultante dari sejumlah kekuatan
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dalam masy:zurakat.27 Di samping itu penyusun juga memakai metode
pendekatan normatif untuk mengetahui signifikansi yang rasional dari data
yang di peroleh dengan konsep figh siyasah melalui teks-teks al-Qur’an dan
hadits serta kaidah-kaidah fighiyah.
6. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah di dapat dari berbagai sumber
penyusun mencoba menganalisis secara kualitatif.”®® menggunakan dua ( 2 )
metode analisis data. Pertama, Metode Analisis Data Induktif, yaitu memulai
pembahasan masalah dengan mengemukakan data-data yang bersifat umum
kemudian di tarik menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Kedua, Metode Analisis Data Deduktif, yakni kebalikan dari metode
induktif yaitu memulai pembahasan masalah dengan teori-teori, kaidah-
kaidah, ataupun dalil-dalil yang bersifat umum untuk kemudian di dapatkan

pengertian yang khusus.”

. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh bentuk susunan skripsi yang sistematis penyusun

membagi isi skripsi menjadi beberapa bab yaitu :

" Supriatna dan Ahmad Pattiroy, Paradigma Integratif-Interkonektif, Alternatif
Metodologi dalam Penelitian Hukum Islam, (Pdf), hlm : 19.

% Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses
penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar
fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Saifuddin Azwar, Metode
Penelitian, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hIm.5.

* Secara garis besar sama dengan apa yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi dalam,
Metodologi Reseach ( Jakarta Bumi Aksara, 1998 ), him : 76.
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Bab pertama: merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini
merupakan pondasi awal untuk mengarahkan pembaca kepada substansi
penelitian.

Kemudian di lanjutkan pada bab kedua : yang berisi gambaran umum
tentang kronologi terjadinya semburan lumpur sidoarjo, faktor penyebab
timbulnya semburan, serta dampak yang ditimbulkan dari semburan lumpur
sidoarjo, kebijakan pemerintah dalam usahan penanganan dampak lumpur
Sidoarjo yang berisi tentang penetapan peta area terdampak melalui peraturan
perundangan yang dikeluarkan, serta implementasi peraturan perundang-
undangan.

Untuk selanjutnya di lengkapi dengan bab ketiga : bab ini mengulas
tentang konsep figh siyasah yang berisi tentang konsep negara dalam Islam,
kebijakan kepala negara dalam Islam, prinsip dan kaidah-kaidah dalam
penetapan kebijakan serta kaidah magasid al-syari’ah.

Dari ketiga bab diatas kiranya dapat di refleksikan dan di analisa dalam
bab keempat : bab ini analisa pelaksanaan Peraturan Presiden No.14 Tahun
2007 berdasarkan prinsip dan kaidah-kaidah figh siyasah dan kaidah magasid
al-syari’ah. Sedangkan yang terakhir adalah bab kelima menutup penulisan
ini dengan kesimpulan dan saran atau kritik sehingga masukan dari para

pembaca dapat memperbaiki kekurangan yang ada.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas dan mempelajari serta meneliti tinjauan

Figh Siyasah terhadap penetapan peta area terdampak dalam penanggulangan

dampak lumpur Sidoarjo prespektif figh siyasah, akhirnya ada beberapa hal

yang dapat dijadikan kesimpulan:

1.

Pelaksanaan penetapan peta area terdampak dalam penanggulangan
dampak lumpur Sidoarjo bertentangan prinsip tidak memberatkan
masyarakat yang akan melaksanakannya ( ‘adam al-haraj).

Penetapan peta area terdampak dan pelaksanaannya dilapangan
bertentangan dengan beberapa kaidah dalam figh siyasah. Diantaranya
adalah kaidah “kemaslahatan masyarakat yang lebih luas harus
didahulukan daripada kemashalahatan masyarakat yang khusus” dan
kaidah “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan

pada kemaslahatan rakyat”.

B. Saran-saran

Saran-saran yang perlu penyusun kemukakan sehubungan dengan

pembahasan mengenai tinjauan figh siyasah penetapan peta area terdampak

dalam penanggulangan dampak lumpur sidoarjo adalah sebagai berikut:
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. Untuk menjamin masyarakat korban lumpur mendapatkan hak-hak dasar
mereka yang sifatnya dharuri, yaitu hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-
‘aql, hifdh al-nasal, dan hifdh al-mal, maka pemerintah harus membuat
sebuah kebijakan yang secara tegas dan terperinci untuk mengatur
mekanisme penanggulangan lumpur Sidoarjo. Kemudian pemerintah
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut serta
bertindak tegas jika terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya.

. Agar pelaksanaan penetapan peta area terdampak berjalan seperti yang
diharapkan, pemerintah harus mengganti PT. Lapindo yang bertindak
sebagai pelaksana di lapangan dengan sebuah Tim Independent yang tidak

memiliki konflik kepentingan dengan korban lumpur.



85

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an

Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Proyek Pengadaan Kitab
Suci Al-Qur’an, Jakarta 1990 / 1991.

Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu
Kasir, Jakarta: GIP, 2009.

Hadis

Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, Sahih Muslim, editor Muhammad Fua’ad ‘Abd
al-Bagqi, Cairo, 1374/1995

Figh / Usul Figh

Abdul Wahab Khalaf, ‘Iim Usiil al-Figh , Semarang : Dina Utama, 1994.
Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah llmu Figh, Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
Abu Zahrah, Muhammad, Usil al-Figh, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Abul A’la Al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, alih bahasa Muhammad Al-
Bagir, cet. Ke-4, Jakatarta: Mizan, 1993.

A. Djazuli, Figh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-
rambu Syari’ah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Al-Syatibi, Abu Ishak, Al-Muwafaqat fi Usil al-Syari’ah, Maktabah Tijariayah,
tt.

Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta:
Gaya Media Pratama, 2007.

Qardaw1i, Yasuf, al-, Figh Prioritas, Jakarta: Rabbani Press, 1999.

Ridho Rokamah, Al-Qawa’id Al-Fighyah, Kaidah-kaidah Mengembangkan
Hukum Islam, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007.

Yudian Wahyudi, Ushul Fikih Versus Hermeneutika, Membaca Islam dari
Kanada dan Amerika, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.



86

Yudian Wahyudi, Magasid Syari’ah Dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat
Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Nawesea
Press, 2007.

Sosial

Abuddin Nata, MA., Metodologi Studi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2002

Ali Azhar Akbar, Konspirasi Di Balik Lumpur Lapindo, Yogyakarta: PT Galang
Press, 2007.

Aloysius Soni BL (ed.), Banjir Lumpur Banjir Janji, Gugatan Masyarakat dalam
Kasus Lapindo, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.

Wahyudin Munawir, Lapindogate, Skandal Industri Migas, Bandung:
PT.Syaamil Cipta Media 2007.

Undang-Undang

Keputusan Presiden No.13 Tahun 2006.

Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007.



LAMPIRAN 1

87

TERJEMAHAN

BAB

HLM

FN

TERJEMAHAN

10

Ilmu yang menerangkan hukum syara’ yang ‘amali

yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.

13

Dari Abu Hurairah, telah bersabda Nabi SAW., Bani

Israil dikendalikan oleh Nabi-nabi mereka.

17

Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhan
dan mendirikan shalat, sedang wurusan mereka
(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan
mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami

berikan kepada mereka.

10

20

Kemaslahatan umum yang lebih luas harus
diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan

atau kelompok tertentu).

10

21

Tindakan imam terhadap rakyat harus sesuai dengan

kemaslahatan.

111

45

68

Sungguh, Allah menuruhmu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu
menetapkan hukum di antara manusia hendaknya
kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah
sebaik-baik pemberi pengajaran kepadamu. Sungguh

Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

54

74

Maka berkat rahmat Allah, engkau (Muhammad)
berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya
engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu
maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk

mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam
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urusan itu. Kemudian apabila engkau telah
membulatkan tekad, maka bertawakkalah kepada
Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang

bertawakkal.

54

75

Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhan
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka
(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan
mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami

berikan kepada mereka

55

79

Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada

mengambil manfaat.

56

80

Kemaslahatan umum yang lebih luas harus
diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan

atau kelompok tertentu).

56

81

Tindakan imam terhadap rakyat harus sesuai dengan

kemaslahatan.

v

60

85

Maka berkat rahmat Allah, engkau (Muhammad)
berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya
engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu
maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk
mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam
urusan itu. Kemudian apabila engkau telah
membulatkan tekad, maka bertawakkalah kepada
Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang
bertawakkal.

60

86

Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhan
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka
(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan

mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami
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berikan kepada mereka

73

103

Sungguh, Allah menuruhmu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu
menetapkan hukum di antara manusia hendaknya
kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah
sebaik-baik pemberi pengajaran kepadamu. Sungguh

Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

81

111

Tindakan imam terhadap rakyat harus sesuai dengan

kemaslahatan.
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LAMPIRAN 2
DAFTAR TABEL
BAB | HAL TABEL KETERANGAN
I 17 1 Wilayah Proyek Eksplorasi PT. Lapindo di Jawa
Timur
26 2 Data Desa Yang Terendam Lumpur
26 3 Perkiraan Volume Dan Luas Area Terdampak
27 4 Hasil Kajian Untuk Desa Siring Barat mengenai
dampak lumpur terhadap lingkungan.




LAMPIRAN 3

DAFTAR GAMBAR

91

BAB

HAL

GAMBAR

KETERANGAN

II

36

1

Peta Area Terdampak per 22 Maret 2007
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LAMPIRAN 4

1.

BIOGRAFI TOKOH

Muhammad Igbal

Beliau lahir di Medan 10 September 1968. Sarjana Fakultas Syari’ah IAIN
Imam Bonjol Padang, 1993. Meraih gelar Master Agama (M.Ag) pada
Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1996 dan Doktor
pada perguruan tinggi yang sama pada tahun 2005. Dosen Ilmu Politik
Islam IAIN Sumatera Utara, Medan (sejak 1995)

Munawir Sjadzali

Tokoh intelektual dan agama serta diplomat, yang menjabat sebagai
Menteri Agama sejak Kabinet Pembangunan IV (1983 — 1988) hingga
Kabinet Pembangunan V (1988 — 1993), lahir di Klaten 7 November 1925.
Setelah menamatkan Sekolah Menengah Pertama/Tinggi Islam “Mamba’ul
Ulum” di Solo, selanjutnya menjadi guru di Ungaran, Semarang, dan
selama masa perjuangan kemerdekaan ikut menyumbangkan tenaga antara
lain sebagai penghubung anatara Markas Pertempuran Jawa Tengah
dengan badan-badan kelaskaran Islam. Karier di lingkungan Departemen
Luar Negeri dirintisnya sejak tahun 1950 ketika ditugaskan pada Seksi
Arab/Timur Tengah. Pendidikan universiternya di luar negeri pada
University of Exeter, Inggris (1953-1954) dan George Town University,
Washington DC., AS., serta memperoleh gelar M. A pada tahun 1959.

Yudian Wahyudi

Beliau lahir di Balikpapan, 1960. Belajar di Pesantren Tremas Pacitan
(1972 — 1978) dan Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta (1978-
1979). Meraih gelar sarjana dari Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga
tahun 1987. B.A Fakultas Filsafat UGM pada tahun 1986. Mengikuti
Program Pembibitan Calon Dosen IAIN se-Indonesia di Semarang pada
tahun 1988 — 1989. Meraih gelar M.A dan Ph.D dari Islamic Studies
McGill University, Montreal, Kanada, tahun 1993 dan 2002. Visiting
Scholar di Harvard Law tahun 2002-2004. Dosen Islamic Studies di Tuft
University, Medford, Massachusentts, USA (2004-2005). Anggota
American Association of University Professors (2005-2006).

Hasan
Beliau adalah Lurah Kedung Bendo. Sejak Februari 2010 juga menjabat

sebagai Ketua Forum Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo. Sekarang tinggal

di Kedung Bendo, tepat di samping tanggul lumpur sebelah timur.
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5. Agustinus Sixson
Koordinator Korban Lumpur Lapindo dari Perum TAS I. Beberapa kali
memimpin demonstrasi untuk menuntut ganti rugi. Sekarang tinggal di

Kahuripan Nirvana Village.

6. Akhmad Novik
Umur 28 tahun. Warga korban lumpur yang berasal dari Desa Jatirejo

Kecamatan Porong. Sekarang Tinggal di Perum TAS II Blok S5/12.
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CURRICULUM VITAE

. Miftakul Huda, AMd

Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 14 Maret 1980

Alamat Asal : Paingan 02/02 Kletaran, Grabag, Magelang, Jawa Tengah

Alamat Yogyakarta : -

Nama Ayah : Ahmad Mukri

Nama Ibu : Sutamiyah

Pendidikan

1.

2.

SD Negeri Kleteran I (1991-1996)

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Grabag (1993-1996)

Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Magelang (1996-1999)

Jurusan D3 Komputer dan Sistem Informasi Fakultas Matematika dan
Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada (2000 — 2005)

Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta (2003-sekarang)



Nomor
Perihal

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
( BADAN KESBANGLINMAS )

J1 Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon (0274) 551136, 551137, Fax (0274) 519441

Yogyakarta, 5 Maret 2010

074/0246 / Kesbang / 2010 Kepada Yth :

Permohonan Ijin Penelitian Gubernur Jawa Timur
Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Timur
Di

SURABAYA

Memperhatikan surat :

Dari . Dekan Fakultas Syari’ah UIN Yk;

Nomor : UIN.02/JS/PP.01.1/173/2010

Tanggal : 4 Maret 2010

Perihal :  Permohonan [jin Penelitian

Setelah mempelajari surat pemberitahuan dan proposal yang diajukan, maka dapat
diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan Penelitian dengan judul
YPENETAPAN PETA AREA TERDAMPAK DALAM  PENANGGULANGAN

DAMPAK LUMPUR SIDOARIO PRESPEKTIF FIQH SIY ASAH™ .
kepada :

Nama ;. MIFTAKUL HUDA

NIM : 03370347

Fakultas : Syariah UIN Yk

Lokasi Penelitian -:  Sidoarjo Jawa Timur

Waktu Penelitian : Marets/d Mei 2010

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib
yang berlaku di wilayah penelitian.

Demikian untuk menjadikan maklum.
A.n. KEPALA
BADAN KESBANGLINMAS PROVINSI DIY
- Kepala Bidang, esafuan Bangsa

4 5
1l 5

FINAUR/SUSENO WP
NIP. 19541024 198303 1 004

Tembusan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (schagai laporan); 2 e
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Yk : ecHE
3. Yang bersangkutan




DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI’AH

JI. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840

Nomor
Lamp.
Hal

. UIN.02/JS/PP.01.1/ /73 2010 Yogyakarta, 4 Maret 2010

. Permohonan Ijin Penelitian

Kepada.

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kebanglinmas Propinsi DIY

Di Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr. wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami
perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena
itu kami memohon bantuan dan kerja sama untuk memberikan ijin bagi
mahasiswa Fakultas Syari’ah :

Nama . Miftakul Huda

NIM . 03370347

Semester X1V

Jurusan . Jinayah Siyasah

Judul Skripsi . Penetapan Peta Arez Terdampak dalam Penanggulangan

Dampak Lumpur Sidoarjo Perspektif Figh Siyasah

Guna mengadakan penelitian (riset) di Jl. Kusuma Bangsa 36, Desa Gedang
Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

/R Delan
,{:}\\ "é. : & 1 'l‘.‘ rusan JS
O AN a

’.

.Hum
202 199303 1 003

Tembusan :

I

Dekan Fakultas Syari’ah

2. Arsip
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PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAI
J1. Raya A. Yani No. 4 Telp. / Fax. 8921954
SIDOARJO - 61211

b .
Nomor  :072/ 093 /404.6.4/2010 Sidoarjo, 11 Maret 2010

Egs:piran e Kepada
Perihal  : Permohonan ljin Untuk Penelfitian Yth. Sdr. Camat Porong
An.Sdr. MIFTAKUL HUDA d

SIDOARJO

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Jawa Timur
"tanggal 12 Maret 2010 Nomor : 072/2878/203.3/2010 perihal sebagaimana pokok surat, maka

bersama ini kami hadapkan :

Nama : MIFTAKUL HUDA

NIM/NIP : 03370347

Alamat : Paingan 02/02 Kleretan Grabag Magelang Jateng

Judul/tema . Penetapan Peta Area Terdampak Dalam Penanggulangan Dampak Lumpur

Sidoarjo Perspekif Figh Siyasah
Lama kunjungan : 3 (tiga) bulan TMT Surat Dikeluarkan
Pengikut

Untuk melakukan Penelitian/Survey/Mencari Data di Instansi/Wilayah Saudara guna kepentingan

studi, dengan syarat-syarat/ketentuan sebagai berikut : '

1.Yang bersangkutan harus mentaati ketentuan/peraturan yang berlaku’ dimana melakukannya
Penelitian/Magang/PKL/pencarian data/survey

2.Dilarang menggunakan questionnaire diluar design yang telah ditentukan.

3, Siswa Magang dilarang sebagai petugas penjaga telepon. :

4.Yang bersangkutan diberi tugas sesuai relevansinya dengan mata kuliah/pglajaran di Sekolah.

5.Yang bersangkutan sesudah melakukan Penelitian/Magang/PKL harap méfaporkan pelaksanaannya
dan hasilnya ke Bakesbangpol Linmas Kab. Sidoarjo. B

6.Surat Keterangan ini akan dicabut / tidak berlaku apabila yang bersgkutan tidak memenuhi
syarat-syarat serta ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n KEPALA BAKESBANGPOL DAN LINMAS
T BUPATE;N SIDOARJO
Y Sekretaris

Dra. B¢. FRIASIH, MM
Tembusan : ~ “Pembina Tk. |

Yth. 1. Sdr. Kepala Bakesbangpol Prop. Jatim. Nip.19550810 198003 2 003
2, 8dr. Yang bersangkutan.




Nomor
Lampiran
Perihal

Tembusan

Yth. 1. Sdr. ..

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. PUTAT INDAH No. 1 TELP. (031)-5677935-5681297-5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 1| Maret 2010

Kepada

. 07212878 1203.3/2010

vih Gqr Bupati Sidoarjo

. Penelitian/Survey/Research

di
SIDOARJO

U.p- Kabakesbangpol dan ILinmas

Menunjuk Surat Badan Kesabnglinmiis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tanggal {5 Maret 2010 '
Nomor © 074/0246/Kesbang /2010

Bersama ini diberitahukan bahwa

Nama . MIFTAXUL HUDA

Pekerjaan Mahasiswa Fak,Syariah UIN Yegyakarta
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian/survey,research.
Judul . FPENETAPAN PETA AREA TERDAMPAK DAIAM PENANGGULANGAN DAMPAK
IUMFUR SIDOARJC PRESPEKTIF FIQH SIYASAH

P - 1. Drs, M,Rizal Qosim,M,Si
Pembimbin : 4
g 2. Almad Bahiej,Sh,M, Hum
Peserta I
Waktu - 3 (tiga) bulan
Lokasi . Desa Gedang,Kecama tan Porong Kab,Sidoarjo

1. Para Peneliti wajib mentaa'ti peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat ;
2. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur dalam
kesempatan pertama.

Demikian harap menjadi maklum.

An. KEPALA BADA =7 AN BANGSA DAN POLITIK

Kabakeaban.glimma Pro"r. D I.Y.
dl Yogyakarta, h
Yang bersa.ngkutan.




PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN PORONG

Jalan Bhayangkari No. : (0343) 851343
PORONG

Porong,223 Maret 2010

Nomor . 072/104 1404.7.18/2010 Kepada
Sifat . Penting Yth. Sdr. Kepala Desa / Kelurahan
Lampiran : - Se Kecamatan Porong
Perihal : Permohonan ljin Penelitian di

An. Sdr. MIFTAKUL HUDA. PORONG

Mendasari Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politk dan
Perlindungan Masyarakat tanggal 12 Maret 2010 nomor :
072/095/404.6.4/ 2010, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat,
maka bersama ini kami beritahukan di Desa / Kelurahan Saudara akan
ada Penelitian dari Masiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas
SYARI'AH Yang dilakukan oleh :

Nama : MIFTAKUL HUDA

HIM / NIP : 03370347

Alamat . Panigan, 02/02, Kleretan Gropag, Magelang
Jawa Tengabh.

Judul / Tema : Penetapan Peta Area Terdampak dalam
Penanggulangan Dampak Lumpur Sidoarjo
Perspektif Figh Siyasah.

Lama Survey . 3 (tiga) bulan TMT Surat di Desa / Kelurahan.

Pengikut e

Catatan : Mohon dibantu dalam Penelitian / Survey
Tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Kepala Bakesbang Pol
dan Linmas Kab. Sidoarjo
2. Sdr. Yang bersangkutan

J A A
énata Tk. |
8700926 199003 1 005




KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG

TIM NASIONAL PENANGGULANGAN SEMBURAN LUMPUR DI SIDOARJO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka penanggulangan semburan lumpur di
sekitar Sumur Banjar Panji-I, Sidoarjo, Jawa Timur, perlu
dilaksanakan langkah-langkah penyelamatan penduduk di
sekitar daerah bencana, menjaga infrastruktur dasar, dan
penyelesaian  masalah  semburan  lumpur  dengan

memperhitungkan resiko lingkungan yang paling kecil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Nasional Penanggulangan

Semburan Lumpur di Sidoarjo;

. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003 pada tanggal
21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2005);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang

Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang
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Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3003);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang
Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3135);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4530);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM NASIONAL
PENANGGULANGAN SEMBURAN LUMPUR DI SIDOARJO.
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PERTAMA : Membentuk Tim Nasional Penganggulangan Semburan Lumpur

di Sidoarjo, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini

disebut Tim Nasional.
KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Nasional adalah sebagai berikut :

a. Tim Pengarah :

1) Ketua/merangka : Menteri Energi dan Sumber Daya

P Mineral;
anggota
2) Anggota : 1. Menteri Pekerjaan Umum;

2. Menteri Kelautan dan Perikanan;

3. Menteri Negara Lingkungan
Hidup;

4. Gubernur ...



b. Tim Pelaksana :

1) Ketua/merangka

P
anggota

2) Wakil Ketua/
merangkap

anggota

3) Anggota

Gubernur Jawa Timur;
Panglima Kodam Brawijaya;

Kepala Kepolisian Daerah Jawa

Timur;

: Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan, Departemen

Pekerjaan Umum;

. 1.

Direktur Jenderal Minyak dan
Gas Bumi, Departemen Energi

dan Sumber Daya Mineral;

Wakil Kepala Badan Pelaksana
Minyak dan Gas Bumi;

Direktur Jenderal Bina Marga,

Departemen Pekerjaan Umum;

Deputi Menteri Negara
Lingkungan Hidup Bidang
Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kewilayahan;

Kepala Badan Riset Kelautan dan
Perikanan, Departemen Kelautan

dan Perikanan;

Komandan Zeni Kodam

Brawijaya;



5. Bupati ...



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

5. Bupati Sidoarjo;

6. General Manager PT. Lapindo

Brantas.

: Tim Nasional mempunyai tugas untuk mengambil langkah-

langkah  operasional secara terpadu dalam  rangka

penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo yang meliputi :
a. penutupan semburan lumpur;
b. penanganan luapan lumpur;

c. penanganan masalah sosial.

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Ketiga, Tim Nasional dapat mengundang dan atau
meminta pendapat serta bantuan teknis dari instansi terkait dan

masyarakat.

: Dengan terbentuknya Tim Nasional dengan tugas sebagaimana

dimaksud pada Diktum Ketiga tidak mengurangi tanggung
jawab PT. Lapindo Brantas untuk melakukan penanggulangan
dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan masalah sosial

yang ditimbulkannya.

: Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Nasional

dibebankan pada anggaran PT. Lapindo Brantas.
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KETUJUH : Masa kerja Tim Nasional terhitung mulai ditetapkannya

Keputusan Presiden ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat

diperpanjang.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO
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